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Abstrak 

Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Konsumsi masyarakat 

akan teknologi menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih komunikasi 

yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya kini dengan teknologi 

segalanya menjadi sangat dekat dan tanpa jarak. Apakah faktor terjadinya  pornografi 

melalui Short Message Service (SMS) tersebut. Bagaimana pertanggungjawaban pidana 

pengirim Short Message Service (SMS) pornografi  berdasarkan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang penulis 

gunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun faktor penyebab terjadinya pornograpi 

melalui Short Message Service (SMS) dapat disebabkan: Memudahkan para pelaku yang 

menyediakan jasa layanan seks maupun pengguna layanan Penyebaran pornografi yang 

begitu pesat ini disebabkan karena bisnis pornografi sangat menjanjikan keuntungan. 

Praktik prostitusi online tanpa melalui dan melibatkan Germo atau Mucikari dapat 

dilakukan melalui aplikasi-aplikasi pada Internet. Transaksi jasa layanan seks yang 

dilakukan lebih praktis dan efisien. Praktik prostitusi lebih terjamin kerahasiaannya yang 

bisa dilakukan dengan melakukan chek in secara langsung dan bertemu pada hotel-hotel. 

Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemiskinan, 

Keinginan cepat kaya (materialistic), keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup 

yang lebih tinggi-memicu terjadinya pelacuran. Lemahnya penegakan hukum, pejabat 

penegak hukum dalam mengawasi beredarnya cyberporn. Kurangnya perhatian keluarga. 

Handphone selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negative 

tergantung dari pengguna internet. Untuk itu para pengguna Handphone  harus pintar-

pintar dalam menggunakan Handphone  agar tidak terkena dampak negatifnya. Membatasi 

peredaran pornografi dengan mengadakan perbaikan mengenai kategori- kategori 

pornografi seperti yang telah dalam suatu peraturan perundang-undangan. Adanya  sanksi 

yang lebih berat terhadap pelaku pornografi melalui Short Message Service (SMS). 

 

Kata Kunci: Short Message Service, Pornografi, Informasi Dan Transaksi Elektronik 

 

Abstract 

The world of information today seems to be inseparable from technology. People's 

consumption of technology makes the world of technology increasingly sophisticated, 

communication that used to take a long time to deliver, now with technology everything is 

very close and without distance. What is the factor in the occurrence of pornography 

through the Short Message Service (SMS). How is the criminal responsibility of sending 

pornographic Short Message Service (SMS) based on Law Number 19 of 2016 concerning 

Information and Electronic Transactions. The type of research that the author uses is 

normative legal research. The factors that cause pornography through Short Message 

Service (SMS) can be caused: Making it easier for perpetrators who provide sex services 

and service users The rapid spread of pornography is because the pornography business is 

very profitable. The practice of online prostitution without going through and involving 
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Pimps or Pimps can be done through applications on the Internet. Transactions for sex 

services are more practical and efficient. The practice of prostitution is more guaranteed 

to be confidential, which can be done by checking in directly and meeting at hotels. Weak 

level of one's faith in God Almighty. Poverty, the desire to get rich quick (materialistic), 

the desire to have material possessions and a higher standard of living-trigger 

prostitution. Weak law enforcement, law enforcement officials in supervising the 

circulation of cyberporn. Lack of family attention. Cellphones besides having a positive 

impact also have a negative impact depending on internet users. For this reason, cellphone 

users must be smart in using cellphones so as not to be negatively affected. Limiting the 

circulation of pornography by making improvements regarding pornographic categories 

as stipulated in a statutory regulation. There are more severe sanctions against 

pornography perpetrators through Short Message Service (SMS). 

 

Keywords: Short Message Service, Pornography, Information and Electronic 

Transactions 

 

A. PENDAHULUAN 

Globalisasi telah menjadi pendorong 

lahirnya era perkembangan teknologi infor-

masi. Fenomena kecepatan perkembangan 

teknologi informasi ini telah merebak di 

seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara 

maju saja, namun negara berkembang juga 

telah memacu perkembangan teknologi in-

formasi pada masyarakatnya masing-ma-

sing, sehingga teknologi informasi menda-

patkan kedudukan yang penting bagi ke-

majuan sebuah bangsa.
1
  

Dunia informasi saat ini seakan 

tidak bisa terlepas dari teknologi. Konsumsi 

masyarakat akan teknologi menjadikan 

dunia teknologi semakin lama semakin 

canggih komunikasi yang dulunya memer-

lukan waktu yang lama dalam penyam-

paiannya kini dengan teknologi segalanya 

menjadi sangat dekat dan tanpa jarak. 

Awalnya, teknologi diciptakan un-

tuk mempermudah setiap kegiatan manu-

sia. Berawal dari pemikiran manusia yang 

berusaha untuk mempermudah kegiatan-ke-

giatannya yang kemudian diterapkan dalam 

kehidupan sehari hari. Kini teknologi telah 

berkembang pesat dan semakin maju se-

iring dengan perkembangan zaman sehing-

ga terjadi pengalihan fungsi teknologi. 

                                                           
1
 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi 

Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan 

Celah Hukumnya,PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,2012, hlm.. 1. 

Salah satu perkembangan teknologi 

tersebut diantaranya adalah dengan ditemu-

kannya ditemukannya telepon tanpa kabel 

yang lazim disebut dengan telepon geng-

gam atau handphone (HP).  

Telepon Seluler atau yang biasa 

disebut Handphone atau Telepon Genggam 

merupakan salah satu kebutuhan yang sa-

ngat biasa di kalangan masyarakat pada 

masa ini. Masyarakat sangat membutuhkan 

telepon, termasuk telepon genggam ini. 

Mulai dari masyarakat kalangan atas, sam-

pai masyarakat bawah semua membutuhkan 

telepon seluler karena untuk saat ini telepon 

selulerlah yang dianggap sebagai media ko-

munikasi paling cepat dan efisien, selain itu 

fasilitas yang dimiliki ponsel juga menga-

lami perkembangan dari waktu-kewaktu.
2
 

Selain berfungsi untuk melakukan 

dan menerima panggilan telepon, ponsel 

umumnya juga mempunyai fungsi pengiri-

man dan penerimaan pesan singkat  atau 

short message service (SMS). Layanan 

SMS telah menjadi solusi yang cepat dan 

murah bagi pengguna telepon genggam 

untuk saling bertukar informasi, hal ini di-

sebabkan oleh tarif yang lebih murah diban-

dingkan dengan layanan telepon. 

SMS merupakan salah satu fitur 

yang pasti ada dalam setiap kartu telepon,

                                                           
2
RSS, Perkembangan telepon seluler serta 

dampaknya, www.trinavasthi.wordpress.comdiakses 

tanggal 12 Februari 2019 

http://id.wikipedia.org/wiki/SMS
http://www.trinavasthi.wordpress.comdiakses/
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rentan menimbulkan penyalahgunaan yang 

bisa memungkinkan timbulnya suatu delik 

atau tindak pidana salah satunya tindak 

pidana pornografi. 

Pengertian pornografi menurut Pasal 

1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 

2008 Tentang Pornografi adalah : “gambar, 

sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 

gambar bergerak, animasi, kartun, percaka-

pan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 

melalui berbagai bentuk media komunikasi 

dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual 

yang melanggar norma kesusilaan dalam 

masyarakat”.
3
 Sugihastuti dan Siti Hariti 

Sastriyani dalam bukunya yang berjudul 

Glosarium Seks dan Gender  menyatakan 

bahwa pornografi merupakan jenis kekera-

san lain terhadap perempuan. Jenis kekera-

san ini termasuk non fisik, yakni pelecehan 

terhadap kaum perempuan yang tubuh 

perempuan itu dijadikan objek demi keun-

tungan seseorang.
4
 

Penyebaran pornografi melalui SMS  

juga menjadi permasalahan serius yang 

dihadapi oleh Indonesia sebagai negara ber-

kembang yang juga memanfaatkan perkem-

bangan teknologi global ini. Dibawah ini 

salah satu contoh pornografi melalui short 

message service (SMS) : 

1. VIVAnews-Kiriman pesan singkat 

berisi kata-kata mesra mulai meresah-

kan pelanggan telepon seluler. Pe-

ngirim SMS 'mesum' ini mengelabui 

pelanggan dengan menggoda mereka 

menghubungi nomor premium yang 

dicantumkan di SMS. Modusnya ma-

cam-macam dari mengajak pemilik 

handphone berkenalan, sampai berhu-

bungan intim. Henny, seorang warga 

Jakarta Selatan, menjadi salah satu 

korban penipuan SMS itu. Dia kerap 

menerima SMS bernada mesra itu. 

Pelakunya mengirimkan SMS dengan 

                                                           
3
 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 

44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 
4
 Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, 

Glosarium Seks dan Gender, Carasvati Books, 

Yogyakarta, 2007, hlm. 191. 

nomor yang selalu berbeda. Dalam 

sehari, perempuan 25 tahun itu bisa 

lima kali mendapatkannya. 

Ini salah satu bunyi SMS yang me-

resahkan itu. "Ini aku Nia, aku pengen kete-

mu sama kamu. Kapan kamu ada waktu? 

Aku lagi kesepian banget, butuh kamu". 

Telepon aku ke no 0809122xxxx yah. Aku 

tunggu!" SMS dikirim melalui nomor 

08788934xxxx. Henny tidak pernah mem-

balasnya karena dia pikir salah sasaran, 

sebab pengirim SMS mengaku seorang 

perempuan.
5
 

2. TEMPO Interaktif, Madiun -  

Terdakwa pengirim pesan pendek a-

tau short message service (SMS) ber-

isi kata-kata bernada porno atau me-

sum, Saiful, 21 tahun, mulai diadili 

di Pengadilan Negeri Kota Madiun, 

Jawa Timur, Kamis (27/1). Mahasis-

wa perguruan tinggi swasta di Kota 

Madiun ini terancam pidana penjara 

selama enam tahun.Terdakwa dijerat 

dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) karena 

diangap dengan sengaja dan tanpa 

hak mendistribusikan atau mentrans-

misikan atau membuat dapat diakses-

nya informasi elektronik atau doku-

men elektronik yang memiliki mua-

tan yang melanggar kesusilaan. 

 “Terdakwa Saiful diduga telah me-

ngirimkan ratusan SMS bernada mesum ke 

belasan nomor handphone milik wanita 

yang tidak dikenalnya. Ia mendapatkan no-

mor-nomor itu dari teman-temannya,” kata 

jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri 

Madiun Rini Suwandari saat membacakan 

dakwaannya. ini menyebutkan beberapa 

wanita yang mendapat kiriman SMS berisi 

kata-kata porno dari nomor Saiful dianta-

ranya bernama Adhelian Ayu Septya, 

Niken, Ami, dan ada belasan korban lain-

nya. SMS tersebut diantaranya berisi nama 

                                                           
           

5
 

https://www.viva.co.id/indepth/fokus/401047-

waspada-sms-mesum-penguras-kantong, diakses 

tanggal 27 Februari 2019 

https://www.viva.co.id/indepth/fokus/401047-waspada-sms-mesum-penguras-kantong
https://www.viva.co.id/indepth/fokus/401047-waspada-sms-mesum-penguras-kantong
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alat kelamin wanita dan ajakan melakukan 

persetubuhan. Adhelian, 20 tahun, warga 

Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, 

Kota Madiun yang juga mahasiswa Uni-

versitas Brawijaya Malang ini akhirnya 

melaporkan kasus ini ke Kepolisian Resor 

Madiun Kota. 

SMS bernada porno yang dikirim-

kan ke Adhelian itu dilakukan dalam jang-

ka waktu lebih dari lima bulan mulai Juni 

hingga 20 Oktober 2010 dan mencapai 

ratusan SMS. Bahkan dalam lima hari, ada 

39 lembar print out SMS dari nomor 

terdakwa ke Adhelian. Berkat bantuan o-

perator seluler, polisi berhasil menemukan 

pelaku pengirim SMS tersebut.Polisi dan 

jaksa mengamankan bukti print out SMS, 

dan dua handphone serta nomor milik 

korban dan pelaku sebagai barang bukti. 

Saiful sempat ditahan kepolisian sejak 23 

Oktober 2010 lalu selama sepuluh hari 

namun penahanannya akhirnya ditangguh-

kan karena yang bersangkutan masih ku-

liah dan pihak keluarganya jadi penjamin 

penangguhan penahanan.
6
 

Kasus di atas salah satu contoh fe-

nomena pornografi melalui SMS sekarang 

ini.Badwilan menyatakan bahwa semakin 

banyak pesan melalui Short Message 

Service (SMS) yang berisi ajakan-ajakan 

bersifat kriminal akan semakin memenga-

ruhi kondisi psikologis seseorang. 

Pemerintah Indonesia sendiri sudah 

membentuk Undang-undang yang mengatur 

hal ini yakni Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Tran-

saksi Elektronik (UU ITE). Khusus yang 

mengatur tentang pornografi melalui Short 

Message Service (SMS)  ada Pasal 27 ayat 

1. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun 

demikian, penegakan hukum yang dilaku-

kan para penegak hukum dalam menjerat 

                                                           
6
http:// repository. unika.ac.id / 17310 / 2 / 

13.40.0284% 20 HASNA % 20 AULIA% 

20%288.77%29.BAB%20I.pdf,  diakses   tanggal 19 

Februari 2019 

pelaku pornografi melalui Short Message 

Service (SMS)  tersebut  

Sehubungan dengan hal tersebut 

peran Short Message Service (SMS) sebagai 

alat bukti pada proses pembuktian tindak 

pidana pornografi melalui media teknologi 

sangatlah penting. Akan tetapi di dalam 

KUHAP telah diatur secara limitatif alat 

bukti yang dapat dihadirkan pada proses 

Persidangan. Setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, ada 

penambahan mengenai alat bukti yang da-

pat dijadikan dasar bagi pertimbangan 

hakim. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dikata-

kan bahwa Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak-

nya merupakan alat bukti hukum yang sah 

dari jenis-jenis alat bukti yang telah di-

tentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP 

yang berbunyi : yang dimaksud dengan alat 

bukti adalah:  

a. keterangan saksi,  

b. keterangan ahli, 

c. surat,  

d. petunjuk,  

e. keterangan terdakwa..
7
 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

memilih mengacu model yang bersifat 

komprehensif artinya materi muatan yang 

diatur di dalamnya mencakup hal yang luas 

disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. 

Dalam undang-undang tersebut terdapat be-

berapa pasal pidana yang merupakan keten-

tuan pidana khusus disamping berlakunya 

KUHP sebagai undang-undang tindak pida-

na umum. 

Dengan ketentuan tersebut dapat 

dikatakan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 dikatakan sebagai lex specialis 

sedangkan KUHAP sebagai aturan yang 

bersifat umum (lex generalis). Sehingga 

dalam hal ini Short Message Service (SMS) 

                                                           
  

7
 Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan Tindak 

Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti,Jakarta, 

2009, hlm.263. 
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bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam 

pembuktian tindak pidana pornografi. 
 

B. PERMASALAHAN 

1. Apakah faktor terjadinya  pornografi 

melalui Short Message Service 

(SMS) tersebut ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pi-

dana pengirim Short Message Ser-

vice (SMS) pornografi  berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016  tentang Informasi dan Tran-

saksi Elektronik ? 
 

C. METODELOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang penulis guna-

kan adalah penelitian hukum normatif yaitu 

sebuah metode penelitian hukum yang di-

lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder. Metode merupakan suatu 

“cara atau teknik yang dilakukan dalam 

proses penelitian. Penelitian merupakan 

suatu upaya yang dijalankan untuk mem-

peroleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip un-

tuk mewujudkan kebenaran”.
8
 penelitian ini 

lebih menekankan pada pertanggungjawa-

ban pidana pengirim Short Message Service 

(SMS) pornografi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 
 

D. PEMBAHASAN 

A. Faktor terjadinya  pornografi me-

lalui Short Message Service (SMS ) 

Perkembangan teknologi dan arus 

informasi saat ini tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan masyarakat. Berbagai informasi 

yang terjadi di berbagai belahan dunia kini 

telah dapat langsung kita ketahui berkat 

kemajuan teknologi (globalisasi). 

 kemajuan teknologi ini menyebab-

kan perubahan yang begitu besar pada ke-

hidupan masyarakat, dari masyarakat tradi-

sional menuju masyarakat modern dengan 

segala peradaban dan kebudayaannya. Per-

ubahan ini juga memberikan dampak yang 

begitu besar pada masyarakat,baik itu dam-

pak positif maupun dampak negatif. Dam-

pak positif dari penggunaan Handphone 

                                                           
8
 Mardalis, Metode Penelitian Suatu 

Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 2002,hlm. 24. 

dapat mengubah kehidupan nanusia dengan 

cara yang berbeda, yang mempengaruhi 

cara bekerja, kehidupan pribadi dan hubu-

ngan antar manusia, sedangkan dampak 

negatif akan memunculkan masalah sosial 

bagi masyarakat itu sendiri. Teknologi in-

formasi dan komunikasi juga telah mengu-

bah perilaku dan pola hidup masyarakat 

secara global, dan menyebabkan dunia 

menjadi tanpa batas (borderless), serta men-

imbulkan perubahan di berbagai bidang ke-

hidupan.
50

 

Handphone yang kita gunakan 

umumnya digunakan untuk berkomunikasi, 

tapi tidaklah sedikit remaja yang sering me-

nyalahgunakan penggunaan Handphone, 

yaitu untuk melihat hal-hal yang semestinya 

tidak patut mereka lihat. Akibatnya banyak 

remaja yang melakukan perilaku menyim-

pang dalam penggunaan Handphone atau 

ponsel. 

Adapun dampak penggunaan ponsel 

menurut Badwilan penggunaan ponsel 

dapat membawa dampak-dampak tertentu. 

Dampak-dampak tersebut sebagai berikut : 

1. Aspek Psikologis  

Banyaknya pesan melalui SMS yang 

berisi ajakan-ajakan bersifat rasisme dapat 

mempengaruhi kondisi psikologis seseora-

ng. Contohnya yang marak ditemukan a-

dalah pesan yang berisi pemboikotan 

barang produksi Amerika. Selain itu juga 

terdapat peredaran pesan teks, gambar, 

maupun video yang bersifat pornografi. 

Mudahnya akses keluar-masuk pesan terse-

but melalui ponsel membawa dampak ne-

gatif, terutama untuk generasi muda seka-

rang ini. 

2. Aspek Sosial  

Salah satu hal yang sering terjadi 

adalah tindakan seseorang yang membiar-

kan ponsel miliknya tetap dalam keadaan 

hidup atau aktif sehingga mengeluarkan 

bunyi yang nyaring. Hal ini jelas meng-

ganggu konsentrasi serta mengejutkan 

orang-orang disekitarnya. Seperti ketika 

                                                           
50

 Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman 

dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, 

,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,hlm 34 

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf


Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda 

Vol. 28 No.4 Desember 2022, hal. 189-200 

 

194 

sedang rapat bisnis, di rumah sakit, sedang 

di tempat-tempat ibadah, dan lain-lain. 

Selain itu penggunaan ponsel sebagai media 

komunikasi tidak langsung dapat menurun-

kan kualitas dan kuantitas dari komunikasi 

secara langsung (tatap muka). Sering terjadi 

kesalah pahaman dalam pemaknaan pesan 

melalui komunikasi secara tidak langsung.  

3. Aspek Kesehatan  

Penggunaan ponsel secara terus me-

nerus dalam jangka waktu yang cukup lama 

akan mengganggu kesehatan, diantaranya 

kanker otak, kanker mata, kanker telinga, 

sakit kepala, dan pembengkakan pada jari-

jari tangan.  

4. Aspek Keuangan  

Dengan memiliki Handphone tidak 

terlepas dengan a danya pengeluaran, kare-

na untuk membeli pulsa agar bisa digu-

nakan.
51

 

Diketahui banyak perempuan salah 

satunya pada usia remaja  yang secara te-

rang-terangan menawarkan pelayanannya 

sexual melalui Short Message Service 

(SMS). Perilaku seksual remaja yang me-

nyimpang semata-mata bukan karena ke-

salahan pada remaja itu sendiri, melainkan 

kesalahan dari orang tua, lingkungan dan 

teman bermain. Peran orang tua yang ku-

rang dalam memberikan pengawasan pada 

remaja, maka remaja dapat dengan mudah 

melakukan hal yang tidak semestinya me-

reka lakukan. 

Uraian di atas merupakan sedikit 

gambaran yang mendeskripsikan bahwa 

dengan teknologi komunikasi prostitusi ti-

dak menuntut seseorang harus mengunjungi 

tempat lokalisasi tertentu. Hanya dengan 

Handphone salah satunya dengan menggu-

nakan aplikasi SMS, seseorang dapat men-

dapatkan pelayanan seks dari para pekerja 

seks komersial. Menurut pengamatan penu-

lis banyak perempuan yang secara terang-

terangan menawarkan pelayanannya mela-

lui Short Message Service (SMS ) dapat 

disebabkan beberapa faktor yakni: 
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 Badwilan Rayyan Ahmad. Rahasia Dibalik 

Handphone. Darul Falah ,Jakarta. 2004. hlm.22 

1. Praktik prostitusi melalui SMS di-

gunakan karena memudahkan para 

pelaku yang menyediakan jasa laya-

nan seks maupun pengguna layanan 

seks untuk melakukan proses tran-

saksi secara langsung secara pribadi 

yaitu berkaitan dengan kemudahan 

untuk melakukan pemasaran, mema-

sang tarif bayaran dan melakukan 

penawaran harga terhadap jasa laya-

nan seksual tersebut ; 

2. Penyebaran pornografi yang begitu 

pesat ini disebabkan karena bisnis 

pornografi sangat menjanjikan ke-

untungan; 

3. Praktik prostitusi melalui SMS  tan-

pa melalui dan melibatkan Germo 

atau Mucikari sebagai perantara pra-

ktik prostitusi yang dapat dilakukan 

melalui aplikasi-aplikasi pada Inter-

net, telepon maupun media sosial 

lainnya yang tentunya memudahkan 

pelaku penyedia jasa layanan sek-

sual untuk melakukan transaksi sen-

diri tanpa ada biaya-biaya potongan 

untuk germo atau mucikari ; 

4. Transaksi jasa layanan seks yang 

dilakukan lebih praktis dan efisien 

yaitu penyedia jasa layanan seks 

cukup hanya memasang photo/gam-

bar, data pribadi dan keterangan 

pendukung lainnya yang dapat dike-

tahui oleh pengguna layanan seks 

melalui aplikasi Internet dan menga-

jukan permintaannya ; 

5. Praktik prostitusi lebih terjamin ke-

rahasiaannya yang bisa dilakukan 

dengan melakukan chek in secara 

langsung dan bertemu pada hotel-

hotel yang telah disetujui sehingga 

tidak bisa di indentifikasi oleh mas-

yarakat maupun aparat penegak hu-

kum ; 

6. Lemahnya tingkat keimanan sese-

orang terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Pada dasarnya, keimanan adalah 

landasan seseorang dalam menjalani kehi-

dupan ini. Tiap-tiap agama mempunyai atu-
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ran sendiri-sendiri mengenai perintah dan 

larangan Tuhan Y.M.E. Tidak ada satu pun 

agama yang memperbolehkan pelacuran 

terjadi. Dalam hidupnya, seseorang harus 

selalu berada pada jalur yang benar yakni 

jalur yang sudah diatur dalam kitab suci 

agama. Dengan dilandasi keimanan yang 

baik, diharapkan orang tersebut akan kuat 

menjalani arus tajam dalam kehidupan ini. 

7. Kemiskinan, kemiskinan telah me-

maksa banyak keluarga untuk me-

rencanakan strategi penopang kehi-

dupan mereka termasuk menjual 

moral untuk bekerja dan bekerja ka-

rena jeratan hutang, yaitu pekerjaan 

yang dilakukan seseorang guna 

membayar hutang atau pinjaman; 

Pada dasarnya, penyebab utama ter-

jadinya pelacuran ialah keterpurukan kon-

disi ekonomi Indonesia. Ekonomi menjadi 

faktor dominan yang mendorong seseorang 

untuk menjadi pekerja seks komersial. Para 

pelacur adalah kelompok masyarakat yang 

tidak diuntungkan oleh pembangunan .
52

 

Hal tersebut akan berdampak langsung pada 

penutupan banyak pabrik dan rasionalisasi 

besar-besaran terhadap jumlah tenaga kerja. 

Akibatnya, banyak orang yang kehilangan 

pekerjaan. Selain itu, akibat kurang kondu-

sifnya iklim investasi terutama karena fak-

tor keamanan, sedikit sekali lapangan kerja 

yang tersedia. Peluang kerja yang ada tidak 

sebanding dengan jumlah orang yang men-

cari pekerjaan. Keadaan ini membuat orang 

berupaya keras mencari pekerjaan hingga 

kenegara lain. Disisi lain, dilihat dalam 

konteks keluarga, wanita dipandang sebagai 

”pekerja alternatif” yang dapat menjamin 

kelangsungan hidup satu keluarga. 

Fenomena pelacuran ini merupakan 

sektor perdagangan yang kini berkembang 

pesat. Dimana ini juga ada yang dikendali-

kan oleh jaringan global yang tersusun serta 

bersindikat, dengan menggunakan keleng-

kapan teknologi yang canggih serta dilin-

dungi oleh pihak-pihak yang tidak berta-

ngunggung jawab. 
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8. Keinginan cepat kaya (materialistic), 

keinginan untuk memiliki materi 

dan standar hidup yang lebih tinggi-

memicu terjadinya pelacuran. Akti-

vitas haram ini sudah menjamah 

lingkungan pendidikan. Pelajar 

SMP, SMA, Mahasiswa banyak pu-

la yang terjun dalam dunia ini. 

Motifnya, selain faktor kemiskinan 

juga adanya keinginan untuk dapat 

segera memenuhi kebutuhan gaya 

hidup yang mewah. 

9. Lemahnya penegakan hukum, peja-

bat penegak hukum dalam menga-

wasi beredarnya cyberporn. Bahkan 

kegiatan prostitusi dan pornografi 

online internet dianggap “bahaya 

laten” yang selalu ada dan berkem-

bang walaupun terus diberantas. Se-

benarnya, kenyataan di masyarakat 

memang demikian. Akan tetapi hal 

ini kembali lagi pada ketegasan apa-

rat penegak hukum dalam membe-

rikan “shock therapy” pada pemuat 

situs porno. 

10. Kurangnya perhatian keluarga. 

    Banyak dari mereka yang nekat 

menjadi pekerja seks karena frustrasi sete-

lah harapannya untuk mendapatkan kasih 

sayang di keluarganya tidak terpenuhi. 
         

B. Pertanggungjawaban pidana pe-

ngirim Short Message Service 

(SMS ) pornografi  berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016  tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik  

Kemajuan dalam bidang teknologi 

saat ini sangat mempengaruhi pola kehidu-

pan masyarakat di Indonesia dari yang 

hidup di kota-kota besar sampai pada pelo-

sok pedesaan. Teknologi memang di satu 

sisi membuat dunia ini serasa tanpa batas, 

namun di sisi lain menimbulkan dampak 

yang sangat besar terhadap pola perilaku 

masyarakat. Pengaruh teknologi bisa men-

jadikan pelakunya berbuat negatif, sehingga 

melakukan perbuatan yang menyimpang 

atau dengan kata lain melakukan suatu ke-

jahatan termasuk kejahatan kesusilaan.

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
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Untuk melindungi masyarakat dari 

pengaruh kemajuan teknologi tersebut, para 

pembuat undang-undang tentunya terus 

berpikir secara serius bagaimana membuat 

suatu aturan hukum yang bisa mengatasi 

persoalan tersebut diatas, sehingga apabila 

terjadi suatu perbuatan atau tindak pidana 

yang tidak diatur dalam KUHP bisa dijerat 

dengan undang-undang yang lebih luas. 

Peraturan ini tentunya harus mempunyai 

atau memuat hal-hal yang mencerminkan 

suatu keadilan baik dilihat dari sisi pelaku, 

korban maupun saksi.  

Di dalam KUHP kita kejahatan ke-

susilaan atau seksual antar anak belum di-

atur. Kejahatan terhadap kesusilaan di 

KUHP diatur di dalam Bab ke XIV buku 

dari buku ke II KUHP. Menurut Arif Gosita 

kejahatan adalah suatu kenyataan sosial 

yang menganggu kehidupan manusia dan 

yang adanya tidak dapat dihindari, sehingga 

mau tidak mau kita harus menghadapinya. 

Di dalam KUHP Indonesia dikenal dengan 

istilah kejahatan dan pelanggaran.
53

 

Dihubungkan dengan konsep perta-

nggungjawaban pidana, pada dasarnya ter-

dakwa dapat dibebankan pertanggungjawa-

ban pidana, oleh karenanya yang bersang-

kutan tidak dikualifikasikan sebagai manu-

sia yang terganggu jiwanya. Hal ini diper-

kuat oleh A. Zainal Abidin yang menyata-

kan, bahwa terdakwa dianggap (fiksi) me-

menuhi persyaratan delik untuk dipidana, 

yang mana hakim berpegang pada hal yang 

normal yaitu : 

1. Manusia pada umumnya tidak 

terganggu jiwanya dan oleh kare-

na itu dianggap mampu bertang-

gungjawab; 

2. Barang siapa mewujudkan straf-

bar feit dengan itu juga melaku-

kan sesuatu yang di sebut me-

lawan hukum.
54

 

Untuk mencegah dan memberantas 

adanya tindak pidana pornografi dalam 
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 Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. 

Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm 109. 
54

 Andi Zaenal Abidin.Hukum Pidana l.,Sinar 

Grafika Jakarta, 1995,hlm 21 

media internet, perlu adanya pertanggu-

ngjawaban tegas bagi para pelakunya yang 

berupa  sanksi hukum. 

Adapun snaksi hukumnya terdapat 

dalam Pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 

yang mengatur :  

(1) Setiap orang dengan sengaja dan 

tanpa hak mendistribusikan dan/atau men-

transmisikan dan/atau membuat dapat di-

aksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan 

yang melanggar kesusilaan 

 (4) Setiap orang dengan sengaja 

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan memiliki muatan pemera-

san dan/atau pengancaman 

Masing-masing unsur tersebut di-

jelaskan sebagai berikut :  

1. Setiap orang; menurut Pasal 1 butir 

21 Undang-Undang ITE, "orang a-

dalah orang perseorangan, baik war-

ga Negara Indonesia, warga Negara 

asing, maupun badan hukum." da-

lam penerapan Pasal ini dan Pasal-

Pasal lain yang akan dibahas, harus 

diperhatikan Pasal 2 Undang-Unda-

ng Informasi dan Transaksi Elek-

tronik yang menegaskan bahwa un-

dang-undang tersebut berlaku untuk 

setiap orang yang melakukan per-

buatan hukum yang diatur dalam 

undang-undang tersebut baik yang 

berada di wilayah hukum Indonesia 

maupun diluar wilayah hukum Indo-

nesia yang memiliki akibat hukum 

di wilayah Indonesia dan merugikan 

kepentingan Indonesia.  

2. Dengan sengaja dan tanpa hak; unsur 

sengaja termasuk unsur subjektif, 

unsur yang diliputi oleh sengaja 

adalah unsur perbuatan menyerang, 

objeknya berupa kehormatan atau 

nama baik, unsur dengan melakukan 

perbuatan tertentu. Leden Marpaung 

memberikan pengertian sengaja da-

lam hal ini yaitu "apabila si pelaku 

menyadari atau mengetahui kata-ka-

ta diucapkan dan apabila pelaku me-
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 ngetahui kata-kata tersebut merupa-

kan kata-kata menista." 
55

 Artinya 

pelaku dalam melakukan suatu per-

buatan berada dalam kondisi yang 

sebaik-baiknya dan dalam keadaan 

sadar tau dalam keadaan yang mam-

pu bertanggung jawab.  

3. Mendistribusikan dan/atau mentra-

nsmisikan dan/atau dapat membuat 

dapat diaksesnya: Kamus lengkap 

bahasa Indonesia mengartikan bah-

wa "mendistribusikan adalah me-

nyalurkan sesuatu kepada". 
9
 Joshua 

Sitompul menjelaskan bahwasannya 

yang dimaksudkan dengan mendis-

tribusikan adalah mengirimkan in-

formasi atau dokumen elektronik 

kepada beberapa pihak atau tempat 

melalui atau dengan sistem elektro-

nik. Tindakan ini dapat dilakukan 

dengan mengirimkan email, SMS 

atau MMS kepada banyak peneri-

ma.
56

 Unsur lainnya yang berupa 

perbuatan mentransmisikan yang di-

maksudkan adalah mengirimkan a-

tau meneruskan informasi atau do-

kumen elektronik dari satu pihak 

atau tempat ke satu orang atau ke 

tempat lain. Dalam mendistribusi-

kan mengandung makna mentrans-

misikan, tetapi perbedaannya adalah 

esensi dari mendistribusikan ialah 

menyebar luaskan informasi atau 

dokumen elektronik, sedangkan 

mentransmisikan hanya terbatas dari 

satu pengirim kepada satu penerima. 

Tindakan ini dapat dilakukan de-

ngan mengirimkan pesan (seperti e-

mail, SMS, atau MMS) kepada seo-

rang penerima, atau meneruskan pe-

san kepada penerima lain.
57
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4. Memiliki muatan penghinaan dan-

/atau pencemaran nama baik: Menu-

rut kamus lengkap bahasa Indonesia, 

kata memuat diartikan sebagai "me-

muat; berisi; mengandung; memba-

wa dengan wadah atau tempat."
58

 

Dapat diartikan kata memuat yaitu 

maksud dari perkataan seseorang 

atas orang lain. 

Selain itu pertanggungjawaban  pi-

dana pornografi melalui Short Message 

Service (SMS ) dapat  kenakan pasal dalam 

ketentuan pasal-pasal dalam KUHP yang 

bersentuhan dan sedikit ada relevansinya 

menyangkut praktik prostitusi adalah antara 

lain sebagai berikut : 

a. Pasal 284 ayat (1) KUHP 

Dalam ketentuan pasal ini, disebut-

kan bahwa:  Diancam dengan pidana pen-

jara paling lama sembilan bulan : 

1).  a).  seorang pria yang telah ka-

win yang melakukan gendak (overspel),    

padahal diketahui bahwa pasal 27 BW 

berlaku baginya ; 

b).  seorang wanita yang telah kawin 

yang melakukan gendak, padahal  diketahui 

bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ; 

2).   a).   seorang pria yang turut ser-

ta melakukan perbuatan itu, padahal di-

ketahuinya bahwa ia turut bersalah telah 

kawin ; 

b). seorang wanita yang telah kawin 

yang turut serta melakukan perbuatan itu, 

padahal diketahui olehnya bahwa yang turut 

bersalah telah kawin dan pasal 27 BW 

berlaku baginya ;”. 

b. Pasal 286 KUHP 

Dalam ketentuan pasal ini, disebut-

kan bahwa: “Barangsiapa bersetubuh de-

ngan seorang wanita di luar perkawinan 

padahal diketahuinya bahwa wanita itu 

dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, 

diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan”. 

c. Pasal 295 KUHP 

Dalam ketentuan pasal ini, disebut-

kan bahwa : 
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(1) Diancam : 

a) dengan pidana penjara pali-ng lama 

lima tahun barang siapa dengan se-

ngaja menyebabkan atau memudah-

kan dilakukannya perbuatan cabul 

oleh anaknya, anak tirinya, anak 

angkatnya, atau anak di bawah pe-

ngawasannya yang belum dewasa, 

atau orang yang belum dewasa yang 

pemeliharaannya, pendidikannya a-

tau penjagaannya diserahkan kepa-

danya, ataupun oleh bujangnya atau 

bawahannya yang belum cukup u-

mur, dengan orang lain. 

b) dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun barangsiapa dengan se-

ngaja menghubungkan atau memu-

dahkan perbuatan cabul, kecuali ya-

ng tersebut dalam butir 1 di atas, 

yang dilakukan oleh orang yang di-

ketahuinya belum dewasa atau yang 

sepatutnya harus diduganya demi-

kian, dengan orang lain. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejaha-

tan itu sebagai pencarian atau kebia-

saan, maka pidana dapat ditambah 

sepertiga”.  

.d Pasal 296 KUHP 

Dalam ketentuan Pasal 296 KUHP 

disebutkan bahwa :  

“barangsiapa dengan sengaja me-

nyebabkan atau memudahkan perbuatan 

cabul oleh orang lain dengan orang lain, 

dan menjadikannya sebagai pencaharian 

atau kebiasaan, diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun empat bulan 

atau pidana denda paling banyak lima belas 

ribu rupiah”. 

e. Pasal 506 KUHP 

Dalam ketentuan Pasal 506 KUHP 

disebutkan bahwa : “barang siapa menarik 

keuntungan dari perbuatan cabul seorang 

wanita dan menjadikannya sebagai penca-

harian, diancam dengan pidana kurungan 

paling lama satu tahun”. 

2. Undang-Undang Republik Indo-

nesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Por-

nografi (UU Pornografi) 

Dalam ketentuan UU Pornografi ini, 

mengenai praktik prostitusi diatur dalam 

beberapa ketentuan pasal yaitu sebagai 

berikut : 

a.  Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi 

 Dalam ketentuan pasal ini disebut-

kan bahwa : 

“Setiap orang dilarang memproduk-

si, membuat, memperbanyak, mengganda-

kan, menyebarluaskan, menyiarkan, meng-

impor, mengespor, menawarkan, memper-

jualbelikan, menyewakan atau menyedia-

kan pornografi yang secara eksplisit me-

muat : 

1) persenggamaan, termasuk perseng-

gamaan yang menyimpang ; 

2) kekerasan seksual ; 

3) masturbasi atau onani ; 

4) ketelanjangan atau tampilan yang 

mengesankan ketelanjangan ; 

alat kelamin ; atau 

5) pornografi anak ;”. 

b. Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi 

Dalam ketentuan pasal ini, disebut-

kan bahwa : 

 “Setiap orang dilarang menyedia-

kan jasa pornografi yang ; 

1)  menyajikan secara eksplisit kete-

lanjangan atau tampilan yang me-

ngesankan ketelanjangan ; 

2)  menyajikan secara eksplisit alat 

kelamin ; 

3)  mengeksploitasi atau memamerkan 

aktivitas seksual ; atau 

4)  menawarkan atau mengiklankan, 

baik secara langsung maupun        

tidak langsung layanan seksual ;”. 

c. Pasal 29 UU Pornografi 

Dalam ketentuan pasal ini, disebut-

kan bahwa : 

“Setiap orang yang memproduksi, 

membuat, memperbanyak, menggandakan, 

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 

mengeskpor, menawarkan, memperjualbeli-

kan, menyewakan atau menyediakan porno-

grafi sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan 

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau 
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denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua 

ratus lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar 

rupiah)”. 

d. Pasal 30 UU Pornografi 

 Dalam ketentuan pasal ini, menye-

butkan bahwa : 

“Setiap orang yang menyediakan 

jasa pornografi sebagaimana yang dimak-

sud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 6 (enam) 

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3. 

000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”. 

Dari ketentuan undang-undang di 

atas penerapan pertanggungjawaban pidana 

sebagai wujud nyata adanya pengaturan 

tentang penegakan hukum bagi para pelaku 

praktik pornografi melalui SMS yang se-

lama ini ada di Indonesia. Hal ini telah 

menunjukkan bahwa sanksi hukuman ke-

pada para pelakutindak pidana (kejahatan 

dan pelanggaran) secara umum telah diatur 

sedemikian rupa dalam sistem hukum po-

sitif di Indonesia selama ini. Hal ini tidak 

terkecuali juga pada tindak pidana khusus 

lainnya dan dapat diberlakukan juga kepada 

para pelaku pornografi melalui SMS  di 

Indonesia. 
 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Faktor penyebab terjadinya 

pornograpi melalui  Short Me-

ssage Service (SMS ) 

Adapun faktor penyebab terjadinya 

pornograpi melalui Short Message Service 

(SMS ) dapat disebabkan angara lain : 

a. Memudahkan para pelaku yang 

menyediakan jasa layanan seks 

maupun pengguna layanan  

b. Penyebaran pornografi yang be-

gitu pesat ini disebabkan karena 

bisnis pornografi sangat menjan-

jikan keuntungan 

c. Praktik prostitusi online tanpa 

melalui dan melibatkan Germo 

atau Mucikari dapat dilakukan 

melalui aplikasi-aplikasi pada 

Internet, telepon maupun media 

sosial lainnya yang tentunya me-

mudahkan pelaku penyedia jasa 

layanan seksual untuk melakukan 

transaksi sendiri tanpa ada biaya-

biaya potongan untuk germo atau 

mucikari ; 

d. Transaksi jasa layanan seks yang 

dilakukan lebih praktis dan e-

fisien yaitu penyedia jasa layanan 

seks cukup hanya memasang 

photo/gambar, data pribadi dan 

keterangan pendukung lainnya  

e. Praktik prostitusi lebih terjamin 

kerahasiaannya yang bisa dilaku-

kan dengan melakukan chek in 

secara langsung dan bertemu pa-

da hotel-hotel yang telah disetu-

jui sehingga tidak bisa di inden-

tifikasi oleh masyarakat maupun 

aparat penegak hukum ; 

f. Lemahnya tingkat keimanan se-

seorang terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. 

g. Kemiskinan 

h. Keinginan cepat kaya (materia-

listic), keinginan untuk memiliki 

materi dan standar hidup yang 

lebih tinggi-memicu terjadinya 

pelacuran.  

i. Lemahnya penegakan hukum, pe-

jabat penegak hukum dalam me-

ngawasi beredarnya cyberporn.  

j. .Kurangnya perhatian keluarga 
 

2. Pertanggungjawaban pidana pe-

ngirim Short Message Service 

(SMS ) pornografi  berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016  tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik  

Pengaturan mengenai praktik pros-

titusi (prostitusi online) diatur dalam ke-

tentuan-ketentuan pasal  27 ayat (1) Unda-

ng-Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE) yang berbuni: “Setiap orang dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau mem-

buat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/UU-Nomor-19-Tahun-2016.pdf
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dan/atau Dokumen Elektronik yang me-

miliki muatan yang melanggar kesusilaan”. 

      Selain itu pertanggungjawaban  

pidana pornografi melalui Short Message 

Service (SMS ) dapat  kenakan pasal dalam 

ketentuan pasal-pasal dalam KUHP yang 

bersentuhan dan sedikit ada relevansinya 

menyangkut praktik prostitusi adalah antara 

lain sebagai berikut :. Pasal 284 ayat (1) 

KUHP, Pasal 286 KUHP, Pasal 295 KUHP, 

Pasal 296 KUHP dan . Pasal 506 KUHP 
 

B. Saran 

1. Handphone selain mempunyai 

dampak positif juga mempunyai 

dampak negative tergantung dari 

pengguna internet. Untuk itu para 

pengguna Handphone  harus pin-

tar-pintar dalam menggunakan 

Handphone  agar tidak terkena 

dampak negatifnya. 

2. Membatasi peredaran pornografi 

dengan mengadakan perbaikan 

mengenai kategori-kategori por-

nografi seperti yang telah dalam 

suatu peraturan perundang-unda-

ngan. 

3. Adanya sanksi yang lebih berat 

terhadap pelaku pornografi mela-

lui Short Message Service(SMS) 

 

DAFTAR  PUSTAKA 

Buku: 

Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, 

 Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 

Andi Zaenal Abidin.Hukum Pidana l. Sinar Grafika Jakarta, 1995 

Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Presindo, Jakarta, 1985 
Badwilan Rayyan Ahmad. Rahasia Dibalik Handphone. Darul Falah, Jakarta. 2004. 

Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan 

 dan Celah Hukumnya,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 

Fajri EM Zul dan Senja Ratu Aprilia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, 

 Jakarta, 2004 

Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 2002 

Nur Syam. Agama Pelacur Dramaturgi Transendental. LKiS,Yogyakarta, 2010 

Sitompul Joshua, Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law, Tata Nusa, Jakarta, 2005. 
Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, Glosarium Seks dan Gender, Carasvati Books, 

 Yogyakarta, 2007 
Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, 

Jakarta, 2009 

 


